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BEBERAPA ASPEK HUKUM PERKAWINAN ISLAM
DI INDONESIA, MESIR DAN PAKISTAN
SUATU STUDI PERBANDINGAN

Oleh:
Marzuki

Abstrak

Penelitian ini bertujunn untuk mengelalud persunasn dan perbedaan
napeke-aspek dalant hukuns perkawinon Ialam o Dedonesia, Mesir, dog Pakison,
khususmyn nspek prosedur perkawinan, percesning, dan peligami. Penelitian i
Jugn bertujunn untuk menguogkop sebib teradinyg koberngnman aplikasi hukum
persnwinzn Tsiam i keliga wepars tersebual dalan Reuga aspek. hukum
perkowinan yang dimnksusd.

Penalitian i nienggunoknn metode  deskoplil asalitik dan metode
kesiparatil dengai pendekatan sesiohistoris, Uniuk mengumpadkan dats, perulis
 mengpuvakon metode penelitian kepustakaan {{ibmry pesearch). Yang mesach
Enjum dalan penelitian ind sdolah masslsh-masadah yvang berkaiton denigon
- prossdur perkawinan, perceraian, dan poligimi yang lerfads di ketigh negara i
ston [nguk mengungkop masalah-mazalah tersehat, penulis mengkaji bebersps
ﬁnl unedang tenbang hukum perkawiian ala husom  keluacgn  yong

akuknn di ketiga negara, di snping beberapa bk yang ditulis oteh pirs
{ yong berkaitnn dengan knjian ini:

Hustl penelitian menunjukkan babwa terdopat persamann dnn perbedaan
m ketentuan-kelentuan yong  berkoitan  dengan hukum perkawinon il
anesia, Mesir, don Pakistan, Khosusnyn dalan aspek prosedur perknwina,
' i dan poligami. Dalam nepek prosedur peckawinan keliga negara sama-
,mmh.ul.kmi hatian datam masslah persyaratan perkawinam, pencataian
htj wun, i aspek prosedur percerainn kelign neparn soma-samnn
i _’ i persvarmntan yang kelat, dan ketiganya meactapkan babwwn sctiop
i I!Hﬂl dieatntkan dan el salaing penpadilang dalam aspek
[TETh 3 | BAA-30A memperbolehkonnyn jikn svaral-svarating
pﬂ'h‘nm.n mengenal persvoralan perknwiion ketipa
spbeiligt, misninyn dolnm hal pelaksonoan ialar
eoraian terjocdi perbedonn dalam bal - pennaian
i J';lll lﬂl:lﬂdi dalan bl perivian
n fleritama kaneia



Heberopa Aspek Hwkem Perbawinan fdam d Tndonesin, Mesie dian Pakistan:
Suaty Stedl Perbondingan

Fendahuluan

Hukum [slam, baik dalam kategori svariat mavpun fikih, dengan kedua
sumber pokoknya Alguran dan Sunnal tidaklah lahir dalam masyarkal vang
hampa kuliural, DN sunping sebagai konsep Tlali yang mengajarkan kebenaran,
'illl.hl-ﬂ‘l Istam sekaligus juga menjadi pedoman hidupa dan kehidopan manusia
alam segala aspeknya. Dengan kedua sumber pokok tersebul Lslam membawa
waran yang memiliki dinanlka yang sangat lnggi dan sifai vang luwes yang
Mapat menjamin segala macam persoalan dan permasalahan yang timbul akibat
_H&HII-IIMHEHIL masyarakat dan kemajuan zaman dalam segala bidang. sera
'n}lmin relevansinya sepanjang masa dalam berbagai kondisi dan lingkungan

il
" Dengan demikian, tiduklah benar jika dikalakan oleli paca orientalis,
%, dan para juris Muslim tradisionalis babwa hukum Istam b bersifar
I.~_|L_-.i n lidak dapat mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakal,
ak ik hukum Istam tidaklah menghendnki keadnan statis, tetapi schaliknva
enphendaki perkembangan dan pembalaruan
Prinsip-prinsip pembabaruan pemikinn dadam bhukum Islam {carm
el _ ikin [jtihad) sudah diringis sejak imasa Klolalnre Rasyidin, lerutama yang
ilakulonn oleh Umar bin Khatiab. Pada masa berikutnya bisa dilihal wpaya para
Migplahind besar datarm bidang hukwm Istam (fikil) dalam meletkkan dasar-dasar
melakukan pembaharuan, Usaba pam mujtabid isi kemodian melalickan
bemazhab besar dalam bidang fikih, scperti Mazhab Hanafi, Mazhab
Vizhab Svafi'i, dan Mazhab Hanbali. Namun pada masa kelemahan
T lai dengan jatubiya Haghdad ke tangan Mongol, gerakan gtihad
i abacl lamaiya,
wmad lslam molai sadar akan kemundumanya don menyadan
sebaboya adalah anggapan baliwa it tihad telal teriulop,
IRl mulal menggemakan permyatann baliwa pintu ijthad 1
e ::_ '.:_.' :"__.;ﬁ;1'_l| ﬂ'ilﬁ.i"l'r"' 7
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sebapal kodifikasi bukum pertama yang bersumber pada bukum  lslun yai
secara mencolok tidak terikal pada satu mazhab terlenty,
Dalam perkembangan selanjutnva tegidi pembaliarean dalam bidar
hukuin dagang dan bokum pidana, Kedua hikum in pada wmumnya telah d
Baratkan baik dalam bukun materialnya maupun peradilan-peradilan yad
menerapkaniva, Hanya hukum keluargalah yang masih diterapkan di peradila
perndilan lama vang berswnber pada Kilab-kitab fikil Famm wanitalal v
menuntt unink diadakan pembaharan dalam hokuin keliarga, leniama dali
kelentuan-keteiluan vang tidak membe-rikan hak vang sepidan antar jstar d:
suanti, sepercti dalam hal hak menuniul cernl vang menurit Mazhab Hanafi s
sakali tidak diberikan kepada piliak isteri. Ketenan mi pada sahun 1913 dinby
dengan diberikannya hak menunlut cerai bagl pihak isteri karena alasan-nlas
berlent (Anderson. 1990:26), Pada tabun 1917 Undang-undang tentang Hak=li
Keluarg dikeluarkan pemerintah Turki Usmani, Tahun 1920 dan 1929 di Me
kelwar Undang-undang Lentang, Perkawinan dan Perceraian, Talmn Ihl:_l_g.’n
komile dibentuk di Mesir untuk mempersiaphkan kodifikasi hukum vang
tentang status perorangan dan bertanggung jawab atns penyusiiin H ﬂ‘m
1943, Hukum Wakal 1946 yang kemudian diperbalarui lagl (FYTTRR
060, Antara fahon 19535 dan 1976 dikeluarkns Undang-undang Jihsie
memperkenalknn perubalian yang ekstensil terhadap Undang-undang ".II'
tentang Hukum Sties Perorangan akun 1920 dan 1929 vang ket i
dilanjutkan faga b 1985 (Mahmeod, 1987 10-13), g
Sementars oo di Pakistan juga tecjadi pemikiran bsiam. k-.-
busko Bslam. Tahus 1961 di Pakistan diberlakukan Grdonansi Hukum
Muslim vang digagirkan pada Undang-nndang [ahui 1929 teiang FEREEE
Perkawinas Antk-anak dan Undang-undang tahin 1939 lentang 4e
Perkawinan Orang-orang [slan. Talwn 1962 keluar Undnnig-tnda
Aplikusi Hukum Perorangan Muslin, Tahun-taliun berikutnya, yvail i
1964, 1976 dan 1980 keluar Undang-endang Lentang Hukuim Perositigs
iy, merpakan  pembahanan das undang-undang  sehalumuyia (e
987 204-242) '
Pembabarian Hukuwm Islam di Indonesia lermadi agak A e
 dibandinghkan deug 1 di Mesic dan Pakistan, Talun 1940 dlhcr!_nki i
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;Mlmpﬂ Aspek Fubwe Perkawinan.

| Indonesia, Mesir da sl
UBRY Siudi Ferbon vt it dan Pakistan,

e
wisul keluarnya Undangeumbing romior 32 g 1954 [Sosroatmof dan
Aulawi, 1981 21y Tal likeluarkan Undang-undang nomor 1 tentang
,:#P;wkmﬂ::?;m ‘ | HEJ-E Peraturan P.mn:-.-.r.lnmh tiomor 10 fentang
. L clan e i gowal Megerd Sipil dan tahun 1990 keloar
” t;junm Pemerintah nowmor 43 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah nomaor
-_1_- it 19ER Akhirmya, tahun 1991 berhasi] disusun Bompilasi Hikum Islun
Vg berisi Hukum Perkawinan, Kewansan, dan Perwakafin,
\ Berdasarkan urainn dii atas penulis testarik uiiuk mengkagi lebih jaulh
il i bukwm perkawinan di Indonesia, Mesic dan Fakistan, Khusuenya dalam
[u'u:l?:du.r perkawinasn, perceraian dan poligami, Masalah pokok vang
. kaji dalam penelitian ini adalah (1) bagidmana mang linghkup I1|.|r1m|n
Awlin [slam®, (2) bagnimana persammn dan perbedaan lukwm perkawinan
-_ImJnmsia, Mesir dan Pakistan, kbususoya dalam masalah prosedur
A perceraian dan poligami?; dan (3 mengapa tegadi keberaguan
il ; perkawinan Islam di Indonesia, Mesir dany Pakisian dalam liga
"
seeard etimologis kata 'perkawinan’ berasal dari kata dasar kawin' vany
Cferjemahan diri kata bahasa Arsb ‘hikal atiu waway', Kata nikah
fng mdah masuk ke dalam kosakata bahasa Indoncsia mengandung
SR, Yt dalam ani yang schenarnya dan dalam arti kiasan. Dalam
m _il’gul.ﬂrn:.-a kata nikal beeani berkumpal, sedang dalam aii
tilkah berartl akad an meng-adakan perjanjian perkawinan, Dalim
. shan Kain pikal lebib banyak dipahami dal
har, 1974: 11}
MIHIBOORS perkawinan ataw nikah adalah janjian antara laki-
etk Bersuai isteri (dengan resii) (KEBL, 1993; Gld),
dang RI pomor | tabun 1974 pasal | dinumuskan baliwa
r»ﬂmm lakir batin antara seorang pria den seoran g "

Shann oy, meiegti
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Dan bebernpa definisi di atas dapat dinmbil seatn pengertian balwa
parkawinan atan nikah merupakan suato akad atau penanjian uniek perkawinan
Akod (perjanyian) dalam perkawinan ini divwujudkan melalui weapan ijab dan
pihak wali perempuan yang akan menikah atan wakilnya dan wcap-an gabul dan
pilizk calon swaumi alay wakiloyn, Akad ini ditempul dalam perkawinan sotuk
menghnlalkan pargaulan antara suani dan isteri, Jadi, dapat disimpulikan bahwa
perkawinan sdalal akad atau perjanjian yang divujudkan dengan ijab dan qabul
vitng dopat menghalalkan pergaulan antara scorang lelaki dan scomng perem-
puan sebagal suami isteri dalam rangka mewnjudkan keluarga babagin vang
dividled Allaw SWT,

Berkaitan dengan lukum melnkokan perkawinan {nikahy, para imam
mazhab fikih tidnk sepakat mengenal hukum asalnya. Al-Syafi'i berpendapit
batiwa hukyin asal nikaph adaiah mubal (boleh) dan bisa berubali menjad wajib
atan sunnat dan schagainva tergantung kepada keadaan seseemng, Menin Aba
Hanifil hukum peal nikah adalah susnat Sedang Daud of Zhaliiei - meagangiap
balwn lukim pzal nikah adalah wagb dengan melibar beotuk qme {perintali
dalam nash baik Alguran mavpen Sunnab (Al-Taziry, 1968 7-8).

Karena tidnk ada kescpakatan dari pam ulama tentang hetknim - asnl
pikah, maks hukwm nikah i bisa menjade Lo macsm, yaie wajib, susnsg
mubah, makmuh dan harnm, Nikah hukomnyn wajib bage sescormng apabila din
sudal mampu ontuk menikah dan din dikbowatickan akan melakokan perbastan
zina kalau tidak menikah. Hukum nikah menjadi sunmat bagl orang yang telah
mempunyvian  kemauan dan Kemampuan untuk menikah, letapl kabao Gk
meenikah dia ddak dikbawatickan aksn berbual zing, Hukum nikab menjadi
imubih Bagi orang vang mempuryai kemampozn otk melakukannya, (2o
apabila tidak melakakannya lidak dikhawatirkan akan berbuat zina dan apabila
melakukannya jugn lidok akan menelantarkan isterinya. Nikah menjadi makruh
bagi orang yang mempunydl kKemampoan woluk menikah dan juga mampu
memithian difl dari perbuatan zing sekimnva ldak menkal, tetapi dia tidak
mempunyal keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewnjiban suami isen
dengan baik. Sedang nikah menjadi haramm bagt orang yang lidak mempuinyai
keinginan dan tidak mempunyai kemompunn sertn oggung jawab o asiok
laksinkan kewajiban dalumn nomah tangga, sehingga apabila melangsungkan

e

winan akan terkistardah dirinya dan keluarganya Jadi, hukom nikah i




horap Aspek Hukum Perkawinan Isian di Indonesia, Mesie dan Paklstan:
i St Perbandingan

 Berbeda-beda terpantung kepada latar belakang atao kondisi vang adn pada
[ peln yang akan melangsungkan perkawinan,

 Masalab-masalah pokok vang menjad] pembalazan hukum perkawinan
berdasarkan literatur yang ada adalah sebagai beriku;

ikawinan dan permasalabannya

‘.: 0 hal ini oyang menjadi fokus pembabasannva adplab  pengertian
path winnn, hukum perkawinnn, tujuan parkawinan, peminangan, syaral dan
'. purkuwinqn, makur {mas kawin), perempuan=perempuait vang halal
'hmm dikawini, perwalian dalam perkawinan, poligami dan masalih-
mibals Binnya,

I i ewnjiban suami 1ster
Hal o dibicaraken kedudukan sunmi, kedudukan isteri, hak dan
W sunins, serta hak dan kewajiban isters,
v perkimanan
AMSEAL yang bisa menyebabkan putusnya perkawinan aolar lain adalal
Hitis 'péﬂr.rninn dagy Ladn zebagainyva,
sl idah)
- ;ﬂg telab putus perkasanannya berlak idab, vailo maza funggu

_”_an wituk lidok melakukan parkawanan, ketuali dengan bokas

dnya kembalimya  bekas  sweami o kepada bekas  dstering
':-#'rhwmnn sitvitky seline dalam masa idal,
u pemelibaraan amak

Inin seperti svigan. nusyuz, ila, li'an, zhibar dan lmsin

nin;km mengenal runn; Im,giup pﬂnhnmaun hukiim
i imian secie H - dlililinn datam kllnh-kiuh
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mendeskripsikan dinamika hukum perkawinan di Indonesin, Mesir dan Fakisian
dengan mendasarkan pada literatur atan buku-buku vang ada, Data=tdain vang
sudali terbumpul dan tersusun kemudian dianalisis agar menjadi bermakna dan
memberikan pengertian yang utuh sesuai dengan maksid penelitian ini. Metode
komparalif digunakan untek menemukar persamaan dan perbedaan antara
ketetapan-ketetapan huksim dalam masalal perkawinan, Khususmya menganai
prosedur perkawinan, perceraian, dan poligami yang pda di kenga negar
terschul, Pendekatan sosio-historis digunakan untuk melihat peristiwa-peristiva
terenty yang mengakibatkan hukum alau atusan-piuran petkawinan & ketigh
negara i mengalami modifikasi atay perubalinn dengan miengailkan satuasi G
kondisi sosial yang ada.

Untuk mengumpelkan data diguoakan metode penelitian kepusiakaan
dengan metibiat dan membaca hukum atan undang-usdang, porkawinan yang
diberlakukan di kelign negara. Karena sulitmya memperoleh undang-undasi
tersebit secard lanpsung dalmm beniuk kodifikasi ata kompilas, khususiye
undang-undang di Mesir dan Pakistan, maka penulis mencmpily i dmﬂ'r'l
mambaca  undang-undang vang sudah dieliti dan dikaji vang ke y
dibukukan dalam sebuah buku olel para alill. TH antam buke yang dim
adalal dua buku karva Tahir Mahmood, Family Law Reforn in the Huﬂi,'l'll
World {1972) dan Personal Law n Islamic Countries: History, Texd, nbd
Comparative Analysis (1987), juga karva LN.D. Anderson, Istamic Law in the
Modern World (19581, kanva David Peasl, A Texthook on Muslim Personal Lav
(19875, Khusus wmiuk Indonesia peaulis langsung mengka undanpg=undiang
lentang perkawinan vang diberlukokan mutal tahen 10 hingga sekarang 1

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Tiga masalah pokok vang berkaitan dengan hukum perrawingn Eslan oli
Indonesin, Mesi dan Pakistan yang menjads kajian dalam peselition i pecbinlals

prosedur perkawinin, prosedur perceraian dan prosedur poligami

cdur parkasanan

L fedn wall, da




g Aspek Hukwm Perkawimon fatam di Indonesia, Mesiy dan Pakistan:
tall Perbandingan

. Keampat masalah ini menjadi penting karcii meripakan
i masih kontroversial di kalangan ulama [ikil,
lab usin peckawinan (usia aikah) undang-undang di ket g
anbertkan batasan yang pasti, Hanya saja, undang-undang
Wik sepakat dalam penentuan batas usia miaimal untuk
pikak d Tndonesia adalah 19 tahen bagi Taki-laki dan
C iy i Mesi dan Pakisian sama-gama L8 Labun
rempuian, Penentuan usia nikab ind didasarkin
| 1 memperhatikan kondisi sosinl vang nda di
i iendasarkan pada metode mashiahat wwrsalat
/ (LT pakatan} pars ulsna di MASINE-1AZINE

el ¢i ketign nesara, DN Indonesia,
Wiy melangsungkan perkawinan
| dilarang memaksa orang Yang
Iebepidaan wali tetap merpakan
s walilah yang berindak

L Jabin vang dinikalkan
i (hkiyvar of-bulugi) uniuk
Tk apabila ia telah dewasa,
Mkt (Rt et bl s il pentis dopatkan

- T - .'.,I._ —l by . 5‘ i ”_{m‘m. ketiga tegara sama-

saina menetapkin baliwa pescatatan nikah merwpakan sustn vang pasti dan harus
dilakakan. Pencatatan fon dibuktikan dengan adanya akta nikali aii surat bukti
nikah lsinnya, Dengan adanya pencatitlan ini makn nikah siri {yang Cidak:
dicatatkan tidak dianggap ssh secam hukwm. Peocatatan ind juga berguni itk

pribadi tanpa mempertimbangkan sisi dan nilai keadilan yang merupakan misl
utan sebuah perkawinan, seperti poligami bar @anpa iz 1steri alas pengadilan,
Aluran pencatatan ini didasarkan pada mashlahat mursalal, vaitu - untuk

mewijiedkan kemashiahatan bag pihak-pihak yang |mlnhuhnnpu'klvg!nln

didnsar-Kan pda guvas (analagl) lerhadap transaksi hutang platan seperd s

|l B

menghindan prakiek-prakick yang lidak diinginkan untuk inencart - Keunlungan

Siewald fptek oo Hlwsmanivea, Noprar 3, Talom fe-2, 1908

Tatacara perkawinen di ugn negarn tersebut hasopic fidak  terjd
perbeduan yang prinsip, Sctelah persvaralan dan rukun-tukunmnya lerpenul
upacars perkawinan (akad nikah) dapat segera dilakukan di hadapan peiawa
pencatat perkawinan man tanpa kehadiran  pegawai lerscbul. Ada sedib
perbedaan delum bl ini, khususiva di Indonesia dan Pakistan. Di [ndonesi
adtbhat plaw veapan ijab dan kabul dilnkukan oleh wali mempelal perempan da
kabul oleh wempelal laki-lnki, sedang di Pakistan ugapan ijob langsung alel
merpelai perempuan dan kabul alel mempelan lakiclaki. Perbedaan tn tecjad
kacra perbedaan kib aau mazhab vang diaout, Indonesia mengambil ketentus
Mazhab Svai'i vang mengharuskan adanya wali dan mensyoratkan wall i
melangsungkan vikah atao meagueapkan ab, sedang Pakistan yving mengan
Snzhob Hanall sheibolehkan mempelai perempuan atou wakilnyn  melang
sungkmn nakah sendin tinpa bars menghaditkan walinya.

L, Prosedur Percemuin

Musalab-masalah peming vang berkaitan dengan prosedor perceram
melipusi persyamian percaeian, laiacir percerzian dan ketentun-ketentini b
wing berkaiiae desgan pereenim,

Keligh negar sama-samd menctapinn adanya persyacitan vang cuky
ketal ustuk parcecion dengan juan untuk mempersulil fegading percerili
Ketga hegim juen saowesiing memberiknn hak kepada pibak isien st
mengijikan percention kepadn Pengadilan atau Tukim kirena alasas-abiasd
lafletiin Seard wmum persvacilan yang memungkinkan adanya peroeriian |
kelign negarn wersebut adalal suamn pergi menmpgalkin isterd, suami dipaijg
suatni ldnk bisa member natkab, seami mendenta penyakit kronis, s
berbuat kepam kepada ister, swuni hdak melakukan kewajibanoyi tinga ahi
sclama tiga Wb, suami beristert fagi dengan cara sang tidak benar. sull
dimpitakan lalang Ooeaped, sl melanggar tklik bk weradi pcn:nglmrj
Covapag dun bin sebagainya \

Dalam hal tatncarn perceraian kKetign wcpam Sara-sa menctap-ki
Bl setiap perceraian harus dijushkan di depan sidang pengadilan dan han
dicatatkan, Perceraian yang lidak melalui sidang pengadilan atau tidak dicasnths
dianggap. Lidik | aly dan tidok mendapal kebowtan hukum. Adapun jatacanis;

Jalsh kg menginginkan perceraian mula-muola lars ek
K



fami oli fndonesia, Megsir dan Fakistan;

ngan  menyebui-kan alasan yang jelas
_' tersebal dalum beberapa wakin sampai
~ {idaknya percerasan ity dijaiubikan,
pjaci perbedazn, di Indonesia dan Mesir
! :l di Pakistan ditangani obel Dewan

pung sama berkaitan dengan perceraian di
perceralan harus dicatatkan dan percemian
bl teelent (seperti talak dun, talak tiga,

| henys membatass pada dua masalah pokok,
| atncaranya.  Keliga  negam  sama-sama
i ketat bagi suami vang mgin berpoligaml,
asing-masing negara berbeda-bada, Lebil
| Al alpsan dan  persvaratan itk
ihiya tidak mewbedakannyi, D Indoneshiy
il liarus mendapal izin dari pengs
, Tanpa adanya izin dari pengadila
iyl kekuatan hukwm dan tidak b
! poligami hans mendapatkan izin da
wkn kepada pegawal pencital HEnEes
perkawinin sebelum kst BROrang Sualng Yy Derps |.
liarus mendapal izin -'- Dewan A usi, Lzin in akan diperolel npuhll:l i
iy mendapat pmeiu}.hil’ 0 'ma:"lln-.n terdabiali dan poliganmi i ]
dilakukan dianggap layak dan adil, Ketentuan mengenai p-:rs:rml.m ol g
merupakan pemikiran pembaliaruan sebagai pejabaran dart pﬂ s il :
diisvaratkan Alquran surat al-Nisa' gyal 3 dan gyal 129, vaini e A -FI

i |
| .

dengan al
dicatatkan, i M
isterimva Lerdahl

suami bersikap adil terhadap isteri-isterinya, . - ~

Dalam masalah  tatacara pulimmb e
menghanskan keterlibatan p-cn_g&diinn D Inde n n
hendak bﬂl‘pﬂ]i ETTiF ' J

i periiy
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demikian haloya Suami vang akan berpoligami cukup memberitahukan dul
masalalnya kepada isterinya ferdabuli untuk mendapatkan  persctugnanny.
Apabila. persetgjuan it lidak diperoleh maka ia dianggap menvakiti isieri da
isterd tersebut berhak mengajukan perceraian ke pengadilan,

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ind adalaly

| Roang lingkop pembabasan lukwm perkawinan Islam masababan sanps
TTHES

i Betelah menpknji dan membandingkan ketentuan-ketenan vang diberlky
kan di tiga negara di atas vang berkaitan dengan prosedur perkawan

percernian, dan poligami tecmyata lerdapat persamaan dan perbedaan dala
ketign masalal fersebul. Persamnannya, () keliga negamn  ina-sam
beresaha unluk mengadakan pembaharuan pemikiean dalam bidang hakus
perkawinan Islam: {b) dalam aspek prosedur perkawinan ketiga negara saima
sama  memberikan  perhatian pada  masalah  persyamtan perkawinag
pencitatan - perkawinan, dan alacara perkawinan; (o) dalpm masala)
percentian kelign negara samassan memberikan persvaratan yang cokg
ketal dan ketigamyn sepakat menghapuskan kensep talak tiga, dan (d) dalan
aspek poligami kelign negara sama-sama memperbolehkan, apabila terpeah
syarat=syaral lertentu, Perbedaannya, (2 fegadi  perbedaan dalam  ha
perincian mengenai persvaratan perkawinan, seperti dalam hal peneniun
batas minemal usia nikal, (B) dalan hal perceraian dan poligami juga terjad
perbedaan, khusesnya dalam hal perincian persyaratan dan tlacamnya,

3. Pada vmwmnya perbedann aglikns bhukum perkawinan ini terjadi karen,

erbeduan kendisi sosial di masing-masing eegara dan perbedann mazhal
fikih yang dianunya,
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